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Abstract: In the concept of islamic jurisprudence, the 
authority of state is divided into three domains: domain of 
Islam(da>r al-Isla >m), Domain of enemy (da >r al-kufr), and 
domain of treaty(da>r al-‘ahd). The inhabitants of da >r al-Isla >m 
is catagorized into two; muslim inhabitants and non-muslim 
inhabitants.  Those non-muslim living in da >r al-Isla>m is called 
ahl al-dhimmah, that is a civil status with a consequence of 
paying yearly personal tax to Muslim authorityjizyah. The 
payment of jizyah is modern context is problematic for many 
reasons. For some Muslim jurists jizyah cannot be enacted any 
longer since it is contradictory to human rights. In addition, 
orientalists have negatively labeled Islam because jizyah is 
discriminatory. On that basis, the article discusses the issue 
with following postulates; whether jizyah truly contradictory 
to the values of human rights and therefore discriminatory. It 
is found out that such assumption is incorrect because of no 
historical background that can support the claim. On the 
contrary, jizyah , as shown in al-Qur’an and Hadith does not 
contain discrimination or even jeopardize the position of 
dhimmy. Instead, jizyah is an indication of the justice of 
Islamic law. 
 
Kata kunci:  Da >r al-Isla >m, al-Jizyah, ahl-al-dhimmah.  
  
A. Pendahuluan 
Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan 
berpolitik, fikih (produk pemikiran hukum Islam) klasik 
mempunyai konsep tentang negara, yang dikenal dengan 
terma al-daulah al-isla>miyyah; yaitu sebuah bentuk 
pemerintahan yang berdaulat berdasarkan teologi Islam.1 
Secara geografis, wilayah daulah Isla>miyyah tersebut 
dikategorikan sebagai da>r al-Isla>m yang berarti dunia Islam. 
                                                        
Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
1Yu >suf al-Qard}a>wy, Ghair al-Muslim fi> al-Mujtama' al-Isla>my (Beirut: Da>r 
al Fikr, 1998), h. 4.   
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Sedangkan  di luar da>r al-Isla>m tersebut dianggap sebagai da>r 
al-kufr, yakni dunia orang kafir. Bagi wilayah geografis-
sosiologis yang mengikat perdamaian dan bergabung secara 
politis dengan da>r al-Isla>m dikategorikan sebagai wilayah 
aman, yang disebut sebagai da>r al-'ahd.2  
Sudah menjadi karakteristik pandangan fikih klasik 
bahwa status relegiusitas individu menjadi sangat penting 
untuk diketahui, sehingga dengan demikian penduduk negeri 
Islam dikategorisasikan menjadi dua. Yaitu, pertama sebagai 
penduduk muslim, dan kedua sebagai penduduk non-muslim. 
Kaum non-muslim yang hidup dalam wilayah da>r al-
Isla>m diberi status ahl al-dhimmah. Yaitu sebuah status sipil 
yang berkonsekwensi terhadap kewajiban membayar iuran 
wajib yang –dalam pandangan fikih klasik- disebut dengan al-
jizyah.3 
Al-Jizyah, sebagai produk pemikiran fikih klasik, 
merupakan tema yang menarik untuk dikaji. Ia menjadi 
sumber persoalan yang memberikan asumsi terhadap para 
fuqaha' (ahli hukum Islam) kontemporer bahwa tema tersebut 
tidak dapat diterapkan pada era sekarang karena 
bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).4 
Bahkan lebih ironis lagi, muncul penilaian dari kalangan luar 
Islam, bahwa syariah Islam mempunyai watak diskriminatif. 
Penilaian-penilaian seperti di atas agaknya tidak tepat, 
karena tidak didukung dengan latar belakang historis yang 
kuat, sehingga wajar jika terjadi bias pandang seperti itu.  
Melalui tulisan ini, penulis mencoba mencermati tema 
persoalan di atas untuk dapat mengetahui duduk 
permasalahan yang sebenarnya. Dengan demikian, rumusan 
masalah yang mendasar adalah benarkah ketentuan al-jizyah 
                                                        
2Abu> al-H}asan 'Aly ibn Muh}ammad al-Ma>wardy, al-Ah}ka>m al-
Sult}a>niyyah (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 138-138. 
3Ann Alizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics 
(London: West View Press, tt.), h. 127.  
4HAM, terutama artikel nomor 18, menentang sebuah diskriminasi 
penduduk suatu negara yang didasarkan atas perbedaan agama dan 
keyakinan. Lihat Tohir Mahmood, Text of Human Rights (Delhi: University of 
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yang berimplikasi terhadap status dhimmy tersebut 
bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), 
dan mengandung sifat diskriminatif? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis 
membuat pemetaan sub-sub pembahasan dengan sistematika 
sebagai berikut: (1) pengertian al-jizyah, (2) tujuan dan hikmah 
ditetapkannya al-jizyah, (3) hubungan antara al-jizyah, dhimmy 
dan bias pandang kontemporer terhadap al-jizyah, dan (4) 
perspektif HAM terhadap posisi dhimmy. 
 
B. Pengertian al-Jizyah 
Secara etimologis, terma al-jizyah terambil dari kata al-
jaza>' yang berarti balasan, imbalan dan atau ganjaran setimpal 
"al-muka>fa'ah 'ala> al-shay'". Dengan demikian, al-jaza>' tersebut 
dapat berupa ganjaran ataupun juga sanksi hukuman.5 Secara 
lugha>wy, jizyah dapat berarti pajak penghasilan bumi, dan 
dapat juga diartikan sesuatu pungutan yang diambil dari non-
muslim atau ahl al-dhimmah.6    
Secara terminologis, jizyah adalah iuran wajib atas 
seorang non-muslim atau dhimmy sebagai d}ari >bah atau pajak 
personal.7 Ada juga yang mengatakan bahwa jizyah adalah 
sebuah bentuk kompensasi dari wajib zakat atas seorang 
dhimmy, atau sebagai iuran wajib bela negara dan cinta tanah 
air yang terartikulasikan sebagai wajib berjihad.8  
Berangkat dari adanya variasi pengertian yang 
diberikan para ulama' terhadap al-jizyah tersebut, nampaknya 
mereka berspekulasi terhadap filosofi pengundangan jizyah 
tersebut. 
Kalau dicermati arti etimologisnya, nampak bahwa 
jizyah merupakan kata ambiguis atau mushtarak, karena ia 
                                                        
5Jama>l al-Di>n Muh}ammad ibn Mukram ibn Manzu>r, Lisa>n al-Lisa>n: 
Tahdhi>b  al-Lisa>n al-‘Arab, juz I (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 
187.  
6Ibid. 
7Yu >suf al-Qarda>wy, Ghair al-Muslimi>n, h. 4. 
8Abd al-Kha>liq al-Nawawy, al-Niza>m al-Ma>ly fi> al-Isla>m (Kairo: Maktabat 
al-Anjal al-Mis}riyyah, 1971), h. 152-154. 
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mengandung dua pengertian yang kontradiksi, yaitu antara 
artian sebagai balasan dan artian sebagai siksaan. 
Untuk lebih jelasnya, pemahaman tentang jizyah 
tersebut memang harus kembali merujuk dasar teks al-Qur'an 
yang menjadi dasarnya, yaitu terdapat pada QS. al-Taubah (9): 
29, dengan memperhatikan latar belakang atau sabab al-nuzu >l 
dan makna kontekstual ayat, serta latar belakang sosio-
historis yang mengitari turunnya ayat tersebut. 
     
C. Tujuan dan Hikmah Pengundangan al-Jizyah 
Untuk dapat memahami filosofi pengundangan jizyah 
memang harus memahami konteks dan latar belakang sosio-
historis ayat al-Qur'an yang mendasari ketentuan hukum atau 
tashri >’ al-jizyah tersebut, yaitu QS. al-Taubah (9): 29: 
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 
akhirat dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah 
dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada 
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, dan mereka 
dan mereka dalam keadaan tunduk". 
Ayat tersebut merupakan perintah untuk memerangi 
orang-orang ahl al-Kita>b, baik dari kalangan orang yang 
beragama Yahudi, Nasrani maupun Majusi selain kaum pagan 
Arab sampai mereka menyatakan kalah dan mohon 
perlindungan serta tunduk kepada undang-undang 
pemerintahan Islam dengan membayarkan pajak jizyah, dan 
untuk selanjutnya mereka diberikan kedudukan sebagai ahl al-
dhimmah.9 
Perintah perang dari ayat di atas bukan bersifat ofensif, 
tetapi sebaliknya, bersifat defensive. Ini dikarenakan orang-
orang Yahudi ahl al-Kita>b selalu melanggar perjanjian damai 
untuk hidup berkeadilan dan berkeamanan dalam negara 
Madinah yang heterogen dan baru saja dibangun berdasarkan 
piagam yang telah disepakati bersama. 
                                                        
9Mah}mu>d ibn ‘Umar al-Zamakhshary, Tafsi>r al-Kashsha>f, juz 2 (Beirut: 




Al-Qānūn, Vol. 10, No. 2, Desember 2007 
385 
Menurut al-Zamakhshary, jizyah dalam ayat tersebut 
merupakan perimbangan bagi non-muslim atau dhimmy untuk 
tidak dibunuh. Artinya, mereka dilindungi dan diberi 
keamanan hidup sebagai penduduk yang memiliki hak dan 
kewajiban di tengah-tengah pemerintahan Islam untuk 
melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan  
keyakinannya. Zamakhshary  menafsirkan   ungkapan 
 يد  عن  ية اجلز  يعطوا   حىت
bahwa mereka menyerahkan jizyah  tersebut secara rela dan 
kontan.  
Selanjutnya, ungkapan  صـاغرون  وهـم   dimaksudkan, 
bahwa mereka harus menyerahkan jizyah tersebut dengan 
dasar ketundukan dan menyerahkan sendiri kepada 
pemerintah.10 
Muh }ammad Aly al-S}a>bu >ny, dalam S }afwat al-Tafa>si >r, 
menjelaskan bahwa jizyah tersebut merupakan bukti 
ketundukan ahl al-dhimmah kepada pemerintah untuk ikut 
serta bertanggung jawab pada ketentraman masyarakat. 
Karena itu, menurut al-S}a>bu >ny, mereka harus 
menyerahkannya secara terpaksa dan hina di bawah 
kekuasaan Islam.11 
Menurut al-Mara>gy, kewajiban membayarkan jizyah 
atas ahl al-Kita>b itu merupakan jaminan bagi kebebasan untuk 
hidup sesuai dengan ajaran keyakinan mereka dalam wilayah 
negara Islam secara aman. Ungkapan  يـد  عـن  menunjukkan 
bahwa jizyah diwajibkan atas yang mampu dan memiliki 
penghasilan yang cukup.12                                                  
Pendapat-pendapat para mufassir tersebut, menurut 
penulis, mengandung spekulasi tentang maksud dan tujuan 
ditetapkannya jizyah. Penulis kurang setuju terhadap 
                                                        
10Ibid. 
11Muh}ammad  ‘Aly al-S}a>bu>ny, Safwat al-Tafa>si>r, juz I (Beirut: Da>r al-
Rasha>d, tt.), h. 530-531. 
12Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>ghy, Tafsi>r al-Mara>gy, Jild. 4 (Beirut: Da>r al-
Fikr, 1974), h. 94-95. 
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pendapat yang mengatakan bahwa jizyah ditetapkan untuk 
menyiksa dan menghinakan kaum dhimmy. Penulis lebih 
sependapat dengan al-S}a>bu >ny bahwa jizyah  merupakan 
sarana keikutsertaan kaum dhimmy terhadap keberlangsungan 
dan kewibawaan negara, tetapi tidak sependapat dengannya 
bahwa penyerahan jizyah harus secara hina dan terpaksa. 
Menurut penulis, penyerahan jizyah tersebut harus secara 
sadar dan suka rela, sebagaimana pendapat al-Zamakhshary. 
Oleh karena itu, pendapat al-Mara>gy di atas sangat tepat 
bahwa jizyah hanya diwajibkan pada yang mampu saja. 
Al-Jurja>wy mengatakan, bahwa keadilan Islam tampak 
ketika suatu wilayah telah dikuasai Islam, maka semua 
penduduknya diwajibkan untuk menjaga kedaulatan dan 
kewibawaan negara. Bagi kaum muslim, disamping 
berkewajiban membayar zakat, mereka diwajibkan berjuang 
mempetahankan ideologi negaranya. Sedangkan kaum non-
muslim yang menjadi dhimmy, juga sama diupayakan dan 
diwajibkan seperti kewajiban penduduk muslim. Namun bagi 
kaum non-muslim tersebut ada kewajiban membayar jizyah 
sebagai kompensasi kewajiban bela negara.13    
Dari pendapat di atas dapat dipahami, bahwa 
diundangkannya al-jizyah bagi kaum dhimmy adalah untuk 
memberikan rasa keadilan pada mereka sebagai warga negara 
yang sama-sama diikutsertakan dalam bertanggung jawab 
terhadap keberlangsungan negara. 
 
D. Hubungan Jizyah dengan Dhimmy 
Dhimmy adalah personil individual dari ahl al-dhimmah. 
Secara bahasa, dhimmah berarti perjanjian jaminan 
perlindungan.14 Ia merupakan perikatan yang permanen 
                                                        
13‘Ali> Ah}mad al-Jurja>wy, H}ikmah al-Tashri>’ wa Falsafatuh, juz 2 (Beirut: 
Da>r al-Fikr, tt.), h. 353. 
14Secara hukum, istilah dhimmah menunjuk pada status tertentu yang 
dengannya seseorang mendapatkan hak-hak tertentu yang harus dijamin oleh 
negara. Lihat Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: 
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antara seorang dhimmy  dengan pemerintah Islam,15 sehingga 
dengan demikian, ahl al-dhimmah  yaitu orang-orang non-
muslim yang bertanah air di bawah perlindungan negara 
Islam yang mendapatkan jaminan memperoleh hak-haknya 
sebagai warga negara. Mereka disebut juga dengan al-
mu’a>hadu >n,16 artinya, bahwa mereka adalah orang-orang yang 
diikat perjanjian damai dan aman dengan negara Islam. 
Mereka memiliki hak-hak sipil sebagaimana penduduk 
muslim. Akan tetapi, perikatan atau aqd al-dhimmah tersebut 
mewajibkan mereka membayar iuran yang ditetapkan negara 
sebagai jizyah. 
Hak-hak sipil yang dimiliki kaum dhimmy tersebut 
antara lain:17  
1. Persamaan perlindungan dengan kaum muslim dalam 
hal: 
a. Harga   denda. Misalnya,  seorang muslim  membunuh 
seorang  dhimmy  harus diqisas sebagaimana ia 
membunuh seorang muslim.18 
b. Hukuman pidana. Misalnya, seorang muslim mencuri 
harta orang dhimmy, harus dikenakan sanksi h}add 
sebaimana ia mencuri harta seorang warga muslim. 
c. Hukum dan hak-hak perdata. Misalnya, seorang 
dhimmy yang memiliki ternak babi dan celeng tidak 
boleh diganggu dan dicuri. Kalau terjadi pencurian 
hartanya seperti itu harus diberikan ganti rugi.  
Berkaitan dengan itu, imam ‘Aly berkata: 
  موالناأك مواهلمأ لتكون مة الذ عقد قابلوا مناإ
                                                        
15H}usayn Mu'nis, A>lam al-Isla>m (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, tt.), h. 295-296. 
16Ibid., 298. 
17Abu> al-Ala> al-Maudu>dy, Shari>ah al-Isla>m fi> al-Jiha>d wa al-‘Ala>qah al-
Duwaliyyah (Kairo: Da>r al-Sah}wah, 1985), h. 222-225. 
18Ketentuan seperti itu telah dipraktekkan Rasulullah saw bahwa pada 
satu ketika ada seorang muslim yang membunuh seorang dhimmy, sebagai 
hukumannya, Rasul memerintahkan para sahabat agar menghukum qisas 
terhadap muslim tersebut, seraya bersabda:  بذمته  وىف من حقأ ناأ  . Lihat hadis 
Ibnu ‘Umar dari al-Da>ruqut}ny dalam al-Da>ruqut}ny, Al-Ina >yah: Sharh} al-
Hida>yah (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), h. 256.       
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yang  artinya:   mereka  (non-muslim  atau kaum 
dhimmy)  memperoleh  perikatan  dhimmah atau akad 
jaminan itu hanyalah dimaksudkan agar harta benda 
mereka menjadi sama kedudukannya dengan harta 
benda kita. 
2. Memiliki hak-hak kebebasan/h }urriyyah, misalnya: 
a. Kebebasan personal law, artinya mereka mempunyai   
kebebasan melakukan mu’a>malah sesuai dengan 
ketentuan dan undang-undang perdata agama mereka. 
b. Kebebasan beragama, h}urriyyah al-tadayyun. Kebebasan 
tersebut memberikan hak-hak kepada mereka untuk 
melakukan peribadatan yang sesuai dengan keyakinan 
mereka. Mereka diperkenankan membangun tempat-
tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan, selama tidak 
melanggar perasaan kaum muslim. 
Yu >suf al-Qard}a>wy, membagi hak-hak kaum dhimmy 
menjadi tiga kelompok, yaitu: 
1. Hak al-h}ima >ya>t, yaitu berupa perlindungan negara yang 
meliputi; perlindungan dari penganiyaan, perlindungan 
harga diri, dan perlindungan hak milik. 
2. Hak h }urriyya>t, yaitu berupa kebebasan yang meliputi; 
kebebasan beragama dan kebebasan berkarya dan 
bermuamalah. 
3. Hak istih }qa >q, yaitu hak untuk menjadi obyek dan subyek 
politik, artinya, mereka berhak menjadi pegawai negeri 
dan menduduki jabatan pemerintahan yang bersifat 
mandat, yaitu wila>yat tafwi >d }iyyah dan jabatan-jabatan lain 
yang bersifat administratif.19 
Berangkat dari keterangan adanya hak-hak bagi kaum 
dhimmy tersebut, penulis berkesimpulan, bahwa ‘aqd al-
dhimmah yang berakibat adanya membayar jizyah yang 
merupakan produk pemikiran fikih Islam klasik tersebut 
memuat apresiasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan. 
Sebab dengan demikian seorang dhimmy dianggap sebagai  
person yang eksis dalam posisinya sebagai warga negara yang 
terbukti memiliki hak-hak dan kewajiban yang seimbang. 
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Hak-hak tersebut, menurut penulis, tampaknya 
bersifat komunikatif antara dhimmy dan kaum muslimin. Ini 
dikarenakan adanya perimbangan yang berupa kewajiban 
membayar jizyah tersebut. 
Dengan demikian, sangat dimungkinkan terwujudnya 
kemaslahatan bersama antara warga negara yang muslim dan 
non-muslim yang berstatus menjadi penduduk dhimmy dalam 
naungan negara Islam. 
 
E. Kontroversi terhadap Konsep al-Jizyah 
Kembali  pada soal pemaknaan klasik terhadap al-
jizyah, bahwa secara etimologis, terma jizyah terambil dari kata 
jaza>' yang berarti: balasan, imbalan dan atau ganjaran 
setimpal. Selanjutnya para fuqaha' klasik saling berspekulasi. 
Menurut sebagian mereka bahwa jizyah tersebut sebagai 
balasan setimpal dari kekufuran seorang dhimmy. Sedangkan 
sebagian yang lain mengatakan bahwa jizyah  merupakan 
bukti tuntutan agar mereka tunduk dan bersikap hina di 
bawah negara Islam. 
Sedangkan secara terminologis, jizyah dimaknai 
sebagai iuran wajib atas dhimmy sebagai d}ari >bah atau pajak 
personal,20 atau sebagai bentuk kompensasi dari wajib zakat 
atas orang dhimmy, atau juga sebagai iuran wajib bakti dan 
bela negara serta cinta tanah air yang terartikulasikan sebagai 
kewajiban berjihad membela negara.21 
Berangkat dari pandangan klasik terhadap konsep al-
jizyah di atas, al-Na’i >m berpandangan, bahwa dengan 
ketentuan jizyah seperti itu, syariat Islam nampaknya 
berkeinginan untuk mendiskualifikasikan non-muslim dengan 
indikasi sebagai berikut:  
1. Mereka dipaksa untuk melakukan kewajiban agama yang 
di luar keyakinan mereka.  
                                                        
20Mah}mu>d H{ilmy, Niza>m al-H}ukm al-Isla>my, (Kairo: Da>r al-Huda>, tt.), h. 
10-13. 
21Ibid. 
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2. Mereka dicabut dari hak bela negara yang sekaligus 
sebagai kewajiban moral bagi mereka, sementara mereka 
dibebani dengan iuran atas nama kewajiban jihad.22 
Menurut al-Na’i>m, konsep al-jizyah tersebut 
mengandung watak ambivalence yang sangat mengaburkan 
serta tidak memuaskan pandangan konstitusi modern, 
sehingga agaknya tidak layak diterapkan dalam era modern 
seperti sekarang yang tidak memberi alternatif lain pada umat 
Islam dalam membangun sistem pemerintahannya selain 
dengan menggunakan bentuk nation state. Ditambah lagi, 
bahwa teks-teks ayat yang menopang konsep al-jizyah tersebut 
berkategori ayat-ayat yang turun di Madinah atau ayat 
Madaniyyah yang dinilai bersifat diskriminatif dan temporal.23       
Al-Na’i>m agaknya mempunyai pandangan yang 
berbeda tentang syariah. Menurutnya, syariah adalah 
seperangkat pemahaman manusia tentang ketentuan-
ketentuan agama yang bersifat evolusif, dalam arti, bahwa 
pemahaman tersebut dapat saja berubah antara satu periode 
dengan periode berikutnya, sehingga syariah tersebut 
mengandung nilai historisitas yang menjadi sangat penting 
untuk diperhatikan.24 Menurutnya, syariah yang ada pada 
periode Madinah –seperti timbulnya konsep dhimmy 
dikarenakan adanya ayat jizyah- adalah sebuah shari >’ah 
histories, dalam arti, bahwasanya ia hanya dapat sesuai dan 
berlaku pada periode waktu itu, yang kondisi dan konteks 
sosio-historisnya berbeda dengan periode sebelum dan 
sesudahnya.25 
Tegasnya, al-Na’i>m menginginkan reformasi 
pengembangan hukum Islam, khususnya, berkenaan dengan 
                                                        
22Abdullah Ah}med al-Na’i>m, Toward an Islamic Reformation Civil liberties, 
Human Rights and International law (New York: Hippocrene Book, 1986), h. 21. 
Pemikiran al-Na’i>m tersebut juga diungkapkan oleh Abu> al-Ala> al-Mawdu>dy, 
The Islamic Law and Constitution, ter. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic 
Publication LTD, tt.), h. 279. 
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reorientasi terhadap konsep dhimmy. Ia mengajak secara serius 
untuk merujuk kepada ayat-ayat Makkiyyah dalam persoalan 
politik pemerintahan negara Islam terhadap warga negara dan 
toleransi beragama yang pada umumnya bersifat universal, 
eternal dan non-diskriminatif. 
Menurut penulis, tesis al-Na’i>m tersebut logis, sebab ia 
bertujuan menolak pemahaman tradisional dan klasik tentang 
makna al-jizyah. Penulis tidak berarti mendukung al-Na’i>m, 
akan tetapi, menyayangkan dia yang menjadikan pijakan 
tesisnya pada pemahaman klasik tersebut. Penulis 
berkeyakinan bahwa para fuqaha' awal melakukan 
pemaknaan spekulatif yang ekstrem dan diskriminatif 
terhadap teks-teks al-jizyah, misalnya, ungkapan: 
صاغرون وهم ية اجلز يعطوا حىت  
yang berarti bahwa orang-orang non-muslim (dhimmy) yang 
hidup di negara Islam harus selalu berada dalam kondisi hina 
dan terpaksa.26  
Pemaknaan seperti itu, jelas memberi kesan bahwa 
tujuan jizyah adalah menghinakan kaum dhimmy. Penulis lebih 
setuju dengan Yu >suf al-Qard}a>wy yang mengartikan ungkapan 
ayat  صـاغرون  وهـم   di atas dengan arti bahwa mereka dalam 
kondisi tunduk patuh dalam membayar jizyah. Yakni 
bahwasanya kaum dhimmy tersebut menyatakan tunduk 
terhadap konstitusi negara Islam yang mereka artikulasikan 
dengan membayar jizyah tersebut.27 Dengan demikian, konsep 
jizyah itu tidak mengandung muatan diskriminasi sedikitpun. 
Menurut penulis, nas }s }-nas }s } jizyah yang berkategori 
Madaniyyah tersebut masih tetap dapat dijadikan pijakan 
dalam konteks kedudukan dhimmy sebagai penduduk negara 
Islam. Persoalan intinya terletak pada pemaknaan yang 
proporsional dan adil tentang jizyah. Konsep jizyah yang 
                                                        
26Penafsiran seperti itu membawa dampak pemahaman bahwa kaum 
dhimmy tidak boleh dimuliakan, mereka tidak boleh diberi salam dan 
pandangan-pandangan lain yang diskriminatif. Lihat Isma>’i>l Ibn Kathi>r, Tafsi >r 
al-Qur'a>n al-‘Az}i >m, juz. 2 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1987), h. 360-361. 
27Yu >suf al-Qarda>wy, Ghair al-Muslimi>n, h. 31-33. 
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berimplikasi pada penentuan status dhimmy tersebut masih 
relevan dengan era kontemporer yang sangat memperhatikan 
pasal 18 dari universal declaration of human rights. Sebab 
ketentuan jizyah tersebut dapat menjadi pemantap status 
dhimmy sebagai penduduk yang resmi berdasarkan konstitusi. 
Sehingga dengan demikian, mereka mendapatkan status 
kebangsaan dan kewarganegaraan yang jelas dalam wilayah 
daulah isla>miyyah.   
      
F. Bias Pandang terhadap Konsep al-jizyah 
Al-Jizyah merupakan ketentuan syariah yang 
berdasarkan pada teks al-Qur'an dan al-Sunnah.28 Menurut al-
S}an'a >ny, jizyah tersebut diundangkan atau disyariatkan pada 
tahun kesembilan hijriyah.29 Ia mempunyai kaitan erat dengan 
konsep dhimmah yang menurut Akh. Minhaji, bahwa 
sebenarnya dhimmah tersebut berasal dari tradisi Arab 
jahiliyah berupa al-jiwa>r, yaitu suatu bentuk perlindungan 
terhadap individu atau suatu komunitas agar tidak diperangi 
atau dibunuh.30 
Berdasarkan keterangan tersebut, menurut penulis, 
terdapat hal mendasar yang harus diketahui. Pertama, bahwa 
munculnya ketentuan jizyah tersebut adalah pada periode 
Madinah, artinya, ia belum muncul pada periode awal Islam. 
Kedua, bahwa diundangkannya jizyah tersebut tidak dapat 
                                                        
28Dasar al-Qur'annya terdapat pada QS. al-Taubah (9): 29. Sedangkan 
dasar sunnahnya adalah berupa praktek Rasul menetapkan dan 
memerintahkan untuk mengambil jizyah tersebut dari penduduk Yaman, 
Daumah al-Jandal dan kaum Majusi tanah Hajar. Lihat al-S}an’a>ny, Subul al-
Sala>m (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), h. 65. 
29Ibid., h. 55. 
30Jiwa>r adalah suatu tradisi Arab jahiliyah yang mana peperangan telah 
menjadi fenomena yang biasa. Sehingga suku atau qabilah yang kalah perang 
menjalin akad perjanjian pada pihak yang menang untuk melindunginya 
dengan imbalan membayar sejumlah harta tertentu. Tradisi seperti itu 
agaknya mirip dengan tradisi modern sekarang ini dengan konsep "suaka 
politik". Lihat Akhmad Minhaji, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum 
Islam; Penafsiran Baru tentang minoritas non-muslim”,  dalam Jurnal ‘Ulu>m 
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dilepaskan dari latar belakang sosio-historis yang 
mengitarinya. 
Secara garis besar, periode Madinah dapat dibedakan 
menjadi dua: pertama, yaitu periode pembentukan masyarakat 
Madinah berdasarkan pada Piagam Madinah secara murni,31  
dalam arti, belum ada penghianatan-penghianatan 
terhadapnya, berlangsung hingga munculnya ketentuan 
jizyah. Kedua, yaitu periode al-Mujtama’ al- Isla>my dengan 
ditandai adanya ketentuan jizyah sampai berakhirnya periode 
al-Khulafa> al-ra>shidu >n. 
Ketentuan al-Jizyah memang berkaitan erat dengan 
latar belakang pengkhianatan-pengkhianatan dari anggota 
masyarakat Madinah, khususnya, dari kalangan ahl al-Kita>b, 
Yahudi dan Nasrani baik berupa pengingkaran perjanjian 
perdamaian maupun berupa rentetan makar dan tipu 
muslihat untuk membunuh Rasulullah.32 Penghianatan 
tersebut mendorong turunnya perintah memerangi orang-
orang kafir yang menghalang-halangi dakwah Islam, 
khususnya Yahudi Madinah sendiri, misalnya QS. al-Baqarah 
(2):193 dan al-Anfa >l (8): 37. 
Dalam melakukan peperangan dan pengusiran 
terhadap orang-orang kafir, Rasulullah menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan. Ini semisal Rasulullah memberi 
kesempatan beberapa hari untuk pindah dan memberikan 
souverignity perbekalan perjalanan evakuasi. Bahkan, 
Rasulullah juga memikirkan lahan sebagai tempat tinggal 
orang-orang kafir yang terusir tersebut. Hanya saja bagi yang 
menentang dan berlaku zalim, maka harus dihukum.33 
Kemudian bagi yang masih menginginkan bertempat tinggal 
dan bergabung hidup dalam wilayah politik daulah Isla>miyah, 
                                                        
31Piagam Madinah merupakan konstitusi yang rumusannya 
mengandung prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan egaliter yang secara 
teoritis bercita-cita menyatukan masyarakat Madinah yang sangat heterogen, 
yang didalamnya terdapat minoritas dan mayoritas dalam bingkai kehidupan 
yang damai, aman dan saling melindungi. Lihat Munawir Sadzali, Islam dan 
Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990), h. 16.  
32Akh. Minhaji, Hak-hak Asasi Manusia, h. 22. 
33Abu> al-Ala> al-Maudu>dy, Shari>ah al-Isla>m, h. 222-225. 
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dengan mengikat perjanjian dhimmah sebagai dhimmy, maka 
Rasul memberikan sambutan yang menyejukkan, sehingga ia 
pernah menginstruksikan dalam hadisnya, bahwa siapa yang 
mengganggu dhimmy maka sama artinya dengan mengganggu 
saya.34 
Dalam mengambil jizyah dari kaum dhimmy, Rasulullah 
sangat memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan 
kemanusiaan, sebagaimana ketentuan, bahwa orang tua renta, 
orang sakit, orang fakir-miskin, anak-anak kecil dan orang-
orang perempuan tidak diwajibkan membayar jizyah. Begitu 
juga para khalifah sesudahnya, seperti Abu > Bakr, ‘Umar, 
‘Uthma >n dan ‘Aly ra. Bahkan pada periode awal ‘Abba>siyyah 
konon ada beberapa dhimmy yang diberi hak menduduki 
jabatan politis strategis, seperti Jirjis ibn Bukhtayshu' yang 
menjabat wila>yah al-Tafwi >d} sebagai ketua dokter pada 
pemerintahan Abu > Ja’far al-Mans }u >r dan sebagainya.35 Hal itu 
menunjukkan bahwa syariah Islam tidak bermaksud 
menghinakan dan bersikap diskriminatif terhadap kaum 
dhimmy dalam hal kewajiban jizyah. 
Dalam perjalanan historis, pasca Rasulullah, memang 
tidak dapat dipungkiri, terdapat perlakuan diskriminatif dan 
berbau menzalimi terhadap dhimmy yang dilakukan sebagian 
oknum penguasa muslim yang mengatasnamakan Islam. Ini 
seperti adanya keharusan berpakaian khusus bagi dhimmy, 
adanya larangan pada mereka mengenakan pakaian orang-
orang Islam, atau adanya paksaan dan penekanan terhadap 
mereka. 
Semua penyelewengan itu nampaknya telah direkam 
oleh para juris dan fuqaha' klasik, yaitu baru setelah usai 
paruh pertama periode ‘Abba>siyyah,36 secara subyektif 
sehingga ketentuan fikih yang mereka rumuskan tentang 
kaum dhimmy berbau diskriminatif. Sebagai bukti, harga dam 
                                                        
34Yu >suf al-Qard}a>wy, Ghair al-Muslimi>n, h. 32-35. 
35Ibid., h. 54. 
36Ann K.S Lambton, State and Government in Medievel Islam (Oxford 
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mereka adalah setengah dari harga seorang muslim, begitu 
juga kesaksiannya, dan lain-lain. 
Ironisnya lagi, ketentuan fikih klasik tentang dhimmy 
dan jizyah tersebut diekspos oleh kaum orientalis dan fuqaha' 
kontemporer sebagai bahan untuk mendiskriditkan syariah 
Islam yang bersifat diskriminatif dan tidak sesuai lagi dengan 
hak-hak asasi manusia.37  
Menurut penulis, penilaian seperti itu tidak 
mempunyai dasar dan bukti-bukti yang kuat sehingga 
terkesan sangat ceroboh. Hal itu terjadi, menurut hemat 
penulis, adalah karena adanya bias pandang mereka terhadap 
konsep dhimmy dan al-jizyah, yang semestinya harus dilihat 
dengan paradigma klasik. Tetapi sebaliknya, mereka 
memperkosanya dengan meletakkan keduanya pada pola 
pandang dan paradigma modern dengan barometer HAM 
(Hak-hak Asasi manusia). 
      
G. Perlakuan Islam terhadap Non-Muslim (Dhimmy) dalam 
Sorotan HAM  
Pada dasarnya, rumusan-rumusan hukum Islam yang 
menyangkut non-muslim (dhimmy) adalah merupakan upaya 
rasionalisasi dari praktek-praktek para penguasa Islam pada 
masa awal sejarahnya yang kemudian para juris (fuqaha') 
baru dapat merumuskannya pada masa awal pemerintahan 
rezim ‘Abba>siyyah.38 Dengan demikian, pemahaman para 
juris tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh fenomena 
yang ada ketika itu, dan boleh jadi tidak sesuai dengan 
perlakuan yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah 
Muhammad saw dan para khalifah empat sesudahnya (al-
Khulafa>’ al-Ra>shidu >n). 
Perlakuan para penguasa Islam pasca Muhammad saw 
seperti itu memang sangat beragam, dan konfigurasi politik 
pada saat itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan-
kebijakan hukum, terutama, mengenai posisi dhimmy tersebut. 
Atas fakta seperti itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan 
                                                        
37Yu >suf al-Qard}a>wy, Ghair al-Muslimi>n, h. 57-59.  
38Ann K.S Lambton, State and Government, h. 202, 205. 
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bahwa, dalam melihat dhimmy harus disesuaikan dengan 
konteks sosio-politiknya, sehingga dengan begitu, tidak ada 
salah penilaian terhadap Islam bahwa tatanan 
pemerintahannya sangat bertentangan dengan HAM. 
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya Islam 
dalam memposisikan dhimmy dalam komunitas masyarakat 
Islam itu semata-mata didasarkan pada nilai-nilai 
kemanusiaan, keadilan dan persamaan derajat sebagai 
makhluk manusia, dan hal itu tentu saja sejalan dengan HAM. 
Hal itu dapat dilihat dari kronologi sejarah perkembangan 
Islam yang selalu berusaha untuk membebaskan manusia dari 
keterpurukan harkat dan martabatnya yang disebabkan oleh 
terjadinya peperangan yang berkepanjangan pada pra Islam. 
Jauh sebelum Islam datang, memang pelaksanaan 
sovereignity (usaha untuk mendapatkan kekuasaan) 
didasarkan pada tradisi hukum rimba yang dibumbui dengan 
tradisi persaingan antar suku atau antar berbagai kekuatan 
dengan kekerasan. Dengan demikian, pihak yang kuat selalu 
ingin mengalahkan dan menguasai pihak yang lemah. 
Sejarah juga menunjukkan bahwa berbagai kekuatan, 
misalnya Ancient Rome dan Medievel Cristendom, pernah 
berambisi menguasai dunia di bawah satu bendera yang 
mereka kibarkan; berbagai kelompok atau kekuatan yang ada 
mereka upayakan berada di bawah pengaruhnya.39 Dan 
sebenarnya masih banyak fenomena-fenomena yang 
ditunjukkan oleh sejarah bahwa kekuatan menjadi sesuatu 
yang didewakan dan peperangan menjadi senjata utamanya, 
sehingga pihak yang kalah selalu dirampas hak-hak asasinya, 
bahkan dijadikan sebagai budak-budak yang hina. 
Berbeda dengan beberapa Empire yang tidak membawa 
bendera agama, kekuasaan Islam secara tegas saat itu muncul 
                                                        
39Bandingkan dengan Howard yang menyatakan, bahwa Islam jauh 
lebih toleran terhadap minoritas agama daripada Eropa-kristen pada dekade 
sebelum abad keempat belas ketika orang-orang Katolik dan Yahudi di 
Inggris tidak diberi hak kewarganegaraan; ketika Eropa menyiksa, membakar 
dan meyingkirkan umat muslim dan lain-lain. Periksa Rhoda E. Howard, 
HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, terj. Karjosungkoso (Jakarta: 
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dengan mengatasnamakan agama. Sebagaimana pula yang 
dikatakan al-Na’i>m, bahwa kehadiran Islam adalah berupaya 
untuk membebaskan manusia dari krisis harga diri dan 
suasana mencekam yang menyelimuti masyarakat luas. Dia 
memberi contoh kedatangan Islam pertama kali di Mesir pada 
tahun 640 M. Sebelum itu masyarakat setempat senantiasa 
berada dalam situasi pertumpahan darah, misalnya, konflik 
yang berkepanjangan antara penganut Egyptian Church of 
Alexandria dengan penganut Byzantine Ortodox Church. 
Dalam kondisi seperti itu tidaklah mengherankan jika 
masyarakat setempat menyambut hangat kedatangan Islam, 
yang ketika itu, menawarkan suasana toleransi yang sangat 
tinggi pada masyarakat Koptik pada umumnya.40    
Sejalan dengan peristiwa di atas adalah masuknya 
Islam ke wilayah lembah Yordan. Pada saat itu Islam 
dipimpin oleh Abu > ‘Ubaidah. Di lembah tersebut mereka 
mendirikan bangunan tenda perkampungan di Fil. 
Masyarakat setempat ketika itu beragama Kristen dan 
mengirimkan surat kepada pemimpin Islam yang berbunyi 
sebagai berikut: "Wahai kaum muslimin! Kami lebih 
menyukai anda dari pada orang-orang Bizantium, walaupun 
mereka itu seagama dengan kami. Karena –di samping anda 
menghargai keyakinan kami- anda juga lebih baik dan 
bertindak lebih adil terhadap kami, dan peraturan yang anda 
rumuskan untuk kami lebih baik daripada peraturan-
peraturan yang diberlakukan oleh penguasa Bizantium. Lebih 
dari itu lagi, mereka telah banyak merampas kekayaan dan 
rumah-rumah kami".41   
Kedatangan Islam di berbagai wilayah telah 
memperbaiki dan mengangkat kondisi masyarakat setempat. 
Sehingga di samping mereka menikmati toleransi yang tinggi 
dan kesenangan hidup yang memadai, mereka juga dapat 
                                                        
40Abdullah Ah}med al-Na’i>m, “Religious Freedom in Egypt: Under the 
Shadow of the Islamic Dhimmah System”, dalam Religious Liberty and Human 
Rights in Nation and Religion, ed. Leonard Swidler (New York: Hippcrene 
Book, 1986), h. 50. 
41T.W. Arnold,The Preaching of Islam (Lahore: AshrafPublication, 1961), h. 
55. 
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berkesempatan memegang posisi penting dalam bidang 
administrasi pemerintahan Islam seperti di pengadilan 
ataupun di lembaga-lembaga ekonomi. 
Berdasar pada deskripsi di atas, maka adanya 
penilaian selama ini, bahwa Islam –dalam memperlakukan 
non-muslim (dhimmy)- telah jauh melanggar nilai keadilan dan 
HAM adalah tidak dapat diterima. Adanya perlakuan dan 
kebijakan yang berbeda dari sebagian  penguasa 
pemerintahan Islam terhadap dhimmy, misalnya –dalam 
mengambil jizyah- para penguasa tersebut bermaksud 
menghinakan dan menghukum kaum dhimmy tersebut atas 
ketidaksetujuannya dengan ideologi Islam sebagaimana yang 
memang pernah terjadi pada beberapa periode pemerintahan 
rezim klasik Bani ‘Umayyah dan ‘Abba>siyyah, dan pernah 
terjadi pada rezim Shah Pahlevi di Iran di era modern dan 
selainnya.42 Sebaliknya, pembayaran jizyah itu dimaksudkan 
untuk memberi kesempatan kaum dhimmy agar dapat 
berpartisipasi terhadap negara, sebagaimana yang pernah 
dipraktikkan Rasul Muhammad dan al-Khulafa>’ al-Ra>shidu >n, 
yang -menurut Hamidullah- dapat disejajarkan dengan 
kewajiban membayar zakat bagi penduduk muslim pada 
setiap tahunnya.43 
Lebih dari itu, pembayaran jizyah tersebut hanya 
dikenakan bagi yang mampu saja, yang hal itu menjadi 
indikasi bahwa fungsinya adalah sebagai zakat atas penduduk 
muslim. Dan sebagai bentuk kesamaan dan kesetaraan, bahwa 
kaum dhimmy yang tidak mampu akan diberi santunan dari 
bait al-ma>l sebagaimana orang-orang muslim yang lain. 
 
H. Penutup 
Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa ketentuan 
syariah Islam tentang jizyah yang berkolerasi dengan status 
non-muslim (dhimmy) memiliki dasar yang kuat dalam hukum 
Islam. 
                                                        
42Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State (Lahore: Ashraf 
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Ketentuan jizyah tersebut merupakan produk fikih 
klasik dengan paradigma pemikiran fikih klasik pula yang 
tidak dapat dipandang dan dianalisis dengan barometer 
modern dengan merujukkan pada prinsip human rights. 
Ketentuan jizyah sebagaimana ditunjukkan al-Qur'an 
dan al-Hadis tidak mengandung sedikitpun nilai diskriminatif 
apalagi memojokkan posisi dhimmy. Bahkan ia merupakan 
indikasi keadilan hukum Islam dalam memandang kesamaan 
derajat manusia.  
Hukum Islam, sebetulnya memberi ruang gerak 
kehidupan politik yang sangat lentur dan fleksibel, memberi 
kesempatan hidup rukun dan damai dalam persemakmuran 
secara common wealth dengan berbagai ragam etnis dan agama 
sebagaimana dicontohkan Rasulullah pada periode awal 
masyarakat Madinah yang berdasar pada Madinah Charter 
yang terdapat unsur persamaan dengan bentuk Nation State di 
era kontemporer ini. Dan penyelewengan sebagian penguasa 
Islam tentang perlakuan tidak adil pada kaum dhimmy karena 
konfigurasi politik yang ia mainkan tidak dapat dijadikan 
indikasi untuk memberi justifikasi bahwa Islam telah berlaku 
tidak adil, menyetujui diskriminatif dan bertentangan dengan 
prinsip-prinsip Hak-hak Asasi Manusia. 
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